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mesagem materi Fzz.skum dz Indang Peﬁmﬁan akhir akhsr ini.
& terutama menyangkw kukum jamzmz:z yang bersangkw‘an dengm tana:
ada perdebatan mengenai lemmga “grosse akia®, dimana sem
_ Tal "Pera!wan Pemennmk No.10 Tohun 1961 jo Peraturen Mente;
Agn aria No.15 Tahunr 1961 jo Uﬁdang-ﬂmdaﬂg Na 16 Tuhun 1985 sebemmya :
hﬂﬁmm agraria kita tidak mengendal lagi lembaga grosse akia hipotik, akan tetapi
daiam pra&tek ‘hukun acara perdate kita masih mempgﬂahankan dembepn z‘ersea?mt

Topxk yang- dlblcarakan disxm adaiah top;k yang. sedang ramax
didgsku&kan pada praktisi hukum kita akhir-akhir ini. Masalahnya bukan
sekedar persoalan hukum agraria yang bersifat materiil, akan tetapi lebih
hikum formil atau hukum acaranya, bagaimana Pengadilan sebagai
benteng terakhir para pencari’ keadilan (justiciabelen) mampu
memberikan ‘penafsiran yang iepat-dalam memberikan perlindungan
yang: seimbang kepada semua pihak yang kepentingannya tersangkut
dalam kaitannya dengan hutang piutang yang dijamin dengan hipotik.
Artinya permasalahan muncul sekitar eksekusi hipotik, sehubungan
dengan terjadinya perubahan hukum dalam masalah tersebut sesuai
dengan perkembangan dalam masyarakat.”

Sayangnya, apa vang terjadi adalah bahwa perkembangan dan
perubahan hukum dalam bidang Hukum Tanah Nasional tidak sinkron
dengan perkembangan Hukum Acara Perdata, sehmgga timbul distorsi
yang dampaknya terlihat dalam praktek hukum.

‘Dengan adanya perkembangan . Hukum Agraria Nasional (M),
kini -sudah tidak dikenal lagi lembaga “grosse akta hipotik’ dengan
lahimya Peraturan Pemerintah No. 10/1961 jo. Peraturan Menteri Agraria
No. 1511961 jo Undang-Undang No. 16{/1985, namun Hukum Acara
Perdata Positif vang sampai kini masih memakai produk kolonial, yaitu
HIR/RBg menjadi tertinggal -dibelakang dengan konsepsi "grosse akta
hipotik®, yang eksistensinya telah lama wafat ditelan perkembangan
daiam masyarakat ' : - o
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Menumt ketentuan pasal 41 Peraturan Jabatan Notaris (PJN) Stb
1860-31, menyebutkan bahwa kepada setiap orang yang langsung
berkepentingan pada suatu akte Notaris, para ahli waris atau penerima
haknya dapat diberikan satu grosse dari akta ilu.

. Grosse adalah salinan atau (secara pengecualian) kutipan, dengan
memuat dxatasnya (di atas judul akta) irah-irah : "DEMI KEADILAN
BE BAS REAN KETUHANAN YANG MAHA ESA " dan dxbawahnya :
dicantumkan kata—kata "dzberxkan seba@aa grosse pertama’ dengan
menyebutkan nama dari orang, yang atas permintadnya grosse 1tu
diberikan dan tanggal pemberiannya.

-Apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, artinya terdapat
kekuranvan pada bagian atas atau bagian bawah dari grosse itu, maka
dalam hal ini grosse it tidak dapat diperganakan untuk eksekusi. Hanya
dengan grosse yang dibuat dengan memenuhi syarat-syarat eksekutorial
dapat dilaksanakan -eksekusi tanpa perantaraan hakim.

“Sekalipun Notaris menurut pasal 41 Peraturan Jabatan Notarss,
berwenong untuk memberikan grosse dari seinua akia yang dibuat dalam
minuta, oleh atau dihadapannya, dar dari semua minufa dimana ia
menjadi pemegang yang sah menwruf undang-undang, namun menurug
pasal 224 HIR hanya dua macam grosse akta yang mempunyal kekuatan
eksekutorial yaitu "grosse akta hipotik" dan “grosse akia pengakuan
hutang”. . : :

Pasal 224 HIR/Pasal 258 RBG

Setelah kita merdeka, ketentuan yang berlaku sekarang untuk
beracara perdata adalah HIR untuk daerah Jawa dan Madura serta RBg
untuk daerah-daerah di luar Jawa.

~Pada asasnya memang. ditentukan bahwa penyelesaian sengketa
perdata dilakukan dengan proses gugat-ginugat. Tetapi proses ini
memerlukan waktu yang relatif lama. Karena itu, undang-undang melalui
pasal 224 HIR/258 RBg memungkinkan penerobosan asas umuin
tersebut, dalam hal-hal yang bersifat "exeptional" (istimewe).

" Bila dibaca dengan seksama, ternyata yang dimaksud pasal 224 HIR
itu adalah grosse akia hutang yang dibuat dihadapan Notaris di
Indonesia dan grosse akta dari hipotik yang judulnya diberi kata-kata
"Atas Nama Sri Baginda Raja" (In naam des Komings} sekarang harus
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?E}emn keadilen Berdasarkan Ketvhanan Yang Maha Esa” 'yang :
kekuatan sama dengan putusan hakim dan manakala. ‘tidak
?431 3;._ﬂecara sukarcla istilah -aslinya "bij niet-nakoming” yag}b
-dﬁ@fgemahkan "secara damai" maka pelaksanaannya dilakukan ata;
perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri.
. Sifat "exeptional” dalam hal ini berarti keadaannya harus- istimewa,

yaztu jikayang diperjanjikan itu mengenai hutang yang dljamm di bawah

titel hipotik atau apa yang diperjanjikan itu mengenai hutang: vang
. dinyatakan dalam suatu akia yang dibuat d1 hadapan seorang Notaris d1
 Indonesia. : :

Grosse Akia Hipotik -

-:Sebelum pendaftaran tanah diselenggarakan, menurut PP Ng,
10/2961, pemberian hipotik wajib dihadapan Cverschrijvingsambtenaar,
menurut ketentuan Overschrijvings Ordonantie, S. 1834-27. Pejabat
tersebut membuat aktanya dan memberikan grossenya sebagai -gurat
tanda bukti adanya hipotik tersebut. Grosse akta hipotik yang: pada
jaman Hindia Belanda dulu diberi irah-irah "In naam der Kemng&n“ xtu,
merupakan satu-satunya .alat bukti hipotik.

~Dengan demildan, pembentukan UL menurut pasal 224 HIR ﬁu_
adalah bahwa grosse hypotheek” dibuat oleh Overschrijvingsambtenaar:
Sejak - berlakunya PP Mo, -10/1061, “grosse hypotheek” itu tidak
diterbitkan lagi, dan kalau dulu grosse akia hipotik itu berfungsi sebagai
tanda bukti, dalam Hukum Tanah Nasional sekarang menjadi tanda
bukti adanya hipotik adalah seriifikat hipotik yang terdiri dari salinan
buku tanah hipotik dan sahnan akta psmbenan hipotik, yang dibuat Oleh
Kantor Pertanahan.

Sekalipun pemberian hipotik itu dilakukan di hadapan PPAT yang
membuat aktanya, akan tetapi tidaklah benar menyamakan fungsi
Overschrijvingsambtenaar dengan fungsi PPAT. Sebab akta yang dibuat
PPAT hanya sebagai bukti bahwa benar telah diberikan hipotik yang
bersangkutan. Hipotik baru lahir setelah pemberian hipotik yang dibuat
dihadapan PPAT ity dicatat dalam buku tanah serta dibuatkan sertifikat
hipotiknya, Tanpa dilakukan pendaftaran, maka hipotik itu tidak perniah
ade. Di sinilah arti penting "tanggal pembuatan buku tanah® tefsebut
yanv merupakan saat Iahirnya hipotik vang bersangkutan. '

Salan;umya apa bila salinan "skia pemberian hipotik” dxsamaiqan
dengan “grosse akia  hipotik® dengan menyamakan fungsi
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‘Overschrijvingsambtenaar dengan PPAT adalah kekeliruan yang nyata,
karena PPAT tidak berwenang mengeluarkan salinan akia pemberian
hipetik;, akan tetapl merupakan wewenang kantor pertanahian.
Sedangkan- salinan (baca "grosse") tersebut bukan tanda buki adanya
hipotik, akan tetapl menjadi tanda bukti adanya sertifikat hipotik,
walaupun didalamnya terdapat salinan akta pemberian hipotik. Dengan
demikian telah terjadi perubahan alat bukti adanya hipotik secara
‘mendasar yang menyimpang dari ketentuan pasal 224 HIR. e

Sertifikat Hipotik Sebagai Alat Bukti

Para pelaksana hukum seyogyanya menyadari, bahwa sejak
berlakunya PP No. 10/1961 serta ditegaskan kembali dalam pasal 14 (3}
UU MNo. 16 /1985, maka fungsi grosse akta hipotik yang diterbitkan oleh
Overschrijvingsambtenaar seperti yang dimaksudkan pasal 224 HIR
telah diganti oleh sertifikat hipotik. i

-«-Sekalipun Kepala Kantor Pertanahan membuat salinan akia PPAT
tersebut adalah dalam rangka pembuatan sertifikat hipotik, akan tetapi
dengan tujuan agar mendapatkan kemudahan eksekusi vang diatur
dalam pasal 224 HIR para kreditur pemegang hipotik tetap
menggunakan tafsiran fungsional Menteri Agraria yang termakiub dalan:
pasal 7{2) UU PMA No. 15/1961. g
.. Namun apabila ketentuan itu digunakan, permasalahan tetap timbul
dalam praktek. Jika sertifikat hipotik itu digunakan sebagai landasan
‘parate executie” yang mengharuskan diberi irah-irah sebagaimana
putusan pengadilan dengan membubuhkan kata-kata "Demi Keadilan
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, maka kata-kata itu harug
dibubuhkan dimana ? Apakah pada sampul sertifikat hipotiknya atau
pada salinan akta pemberian hipotik ?

Dengan berpedoman pada pasal 14 (5) UU No. 16/1985 dengan jelas
terlihat - kehendak pembuat undang-undang agar irah-irah  ini
dicantumkan pada sampul sertifikat hipotiknya sebagai suatu kesatuan.
Namun dalam blanko sertifikat hipotik yang dibuat BPN jelas terlihat,
irah-irah tersebut dicantumkan pada halaman pertama, akan tetapi
banyak PPAT yang mengetik irah-irah itu kembali diatas salinan akta
hipotiknya dengan maksud untuk mendapat kemudahan dalam eksekusi
karena Pengadilan Negeri tetap berpatokan pada pasal 224 HIR.
Apakah halitu tidak mubazir dan merupakan penyimpangan peraturan
perundang-unidangan yang berlaku ?
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Pendapat Mah‘i{amah Agung

: ?endapat Mahkamah Agung {MA] mengenal masalah ini sepanjang
- tentang tafsiran 7 (2) UU PMA No. 15/1961, sebetulnya tidak -
dnpermasalahkan Atas pertanyaan Pengadilan Tinggi Palangkaraya.
- mengenai asalah tersebut MA menjelaskan bahwa sebenamnya
- Penetapan Menteri Agraria No.15/1961 telah menambah/merubah pagal -
IR -yang merupakan suatu UU. Secara yuridis .o

UU olch Penetapan Menten :

:dicﬁukung Gleh Yunsprudenm MA Ri selama lebih dan 25 tahun
karena 1tu Pemcmpan Menteri Agrarla tersebut- adaiah sab ;

'Eam perkembangan selanjutnya, MA meialui Sm-at Ketzm
! ULPU BIDKUM DATLIS tanggal 8 Mei 1989, Nomo
21_7] &SISQHWm-TU/P{Et yang ditujukan kepada Notaris/PPAT Tiondr
Santoso, SH, di Surakarta, tampaknya telah mengabalkan perkemba ar
Hulkam Tanah Nasional dan tetap memperlakukan pasal 224 HIR
terhadap ‘eksekusi hipotik. Artinya, menghidupkan kembali lembaga
"erosse akta hipotik” walaupun sebetulnya sudah tidak diterbitkan lagi.

Perbedaan persepsi ini tidaklah mudah dimengerti oleh orang awam
hukum. Mereka hanya mengerti telah terjadi semacam “legal confused”
yang dianggap sebagai ketidakpastian hukum. Persoalannya baru dapat
dimengerti bila orang mulai memsklrkan ~apa yang menjadi Eatar
belakang perbedaan pendapat tersebuf

Apakah perbedaan penafsuan ini akan dxbzarkan terus menerus
tanpa memikirkan adanya kebutuhan masyarakat akan keadilan, dalam
arti keserasmn antara kepastian dan kesebandmgar: hukum ? '

. Masalahnya berpulang kepada Mahkamah Agung sendisi, sebagai
pemegang kekuasaan kehakiman.
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